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PENDAHULUAN

[bookmark: _Toc223980343][bookmark: _Hlk220632952]Latar Belakang  
Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang memiliki kontribusi dominan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2023, lebih dari 70% penerimaan negara berasal dari pajak, sehingga sektor perpajakan menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional (Kementerian Keuangan RI, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlangsungan pembangunan nasional sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, hingga saat ini tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum optimal, sehingga pemerintah terus menjadikan reformasi perpajakan sebagai agenda strategis untuk meningkatkan penerimaan negara (Nesya Zuhrah et al., 2024).
Dalam struktur perpajakan Indonesia, wajib pajak badan memiliki peranan penting karena aktivitas badan usaha berkontribusi besar terhadap pembentukan objek pajak. Meskipun demikian, kepatuhan wajib pajak badan masih menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius, khususnya pada tingkat daerah. Kota Samarinda sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan peningkatan jumlah wajib pajak badan dari tahun ke tahun.
Berdasarkan data KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu, jumlah wajib pajak badan terdaftar di Kota Samarinda mengalami peningkatan secara konsisten selama periode 2020–2025. Namun, peningkatan jumlah wajib pajak badan terdaftar tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan jumlah wajib pajak badan yang berstatus aktif. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel berikut. 
[bookmark: _Toc223472089]Tabel 1.1 WP Badan Terdaftar-Aktif Samarinda Ilir dan Ulu
	Tahun
	KPP Pratama Samarinda Ilir
	KPP Pratama Samarinda Ulu

	
	WP Badan Terdaftar
	WP Badan  
Berstatus Aktif
	WP Badan Terdaftar
	WP Badan  
Berstatus Aktif

	2020
	9.170
	4.398
	10.026
	4.264

	2021
	10.130
	5.061
	11.226
	5.045

	2022
	11.279
	5.849
	12.730
	6.058

	20232
	12.476
	6.755
	14.289
	7.564

	2024
	13.679
	7.812
	15.878
	9.148

	2025
	14.571
	8.699
	17.074
	10.340


Sumber: KPP Pratama Samarinda Ilir dan Ulu, 2025
Perbandingan antara jumlah wajib pajak badan terdaftar dan yang berstatus aktif menunjukkan adanya selisih yang cukup besar setiap tahunnya. Selisih ini mengindikasikan bahwa peningkatan basis pajak belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak badan. Fenomena tersebut mencerminkan masih adanya potensi ketidakpatuhan, baik dalam bentuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakan secara rutin maupun belum optimalnya pemanfaatan status aktif dalam sistem perpajakan. 
Salah satu faktor yang diduga memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan adalah literasi pajak. Erna Listyaningsih (2024) menjelaskan bahwa literasi berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam membaca, memahami, dan menindaklanjuti informasi dalam pengambilan keputusan yang berguna dalam kehidupan. Dalam konteks perpajakan, literasi pajak mencerminkan tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan serta bagaimana pengetahuan tersebut diwujudkan dalam perilaku kepatuhan. Dengan demikian, literasi pajak menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan kesadaran dan kepatuhan pajak.
Selain literasi pajak, literasi digital juga menjadi faktor penting dalam sistem perpajakan modern. Survei Literasi Digital Kominfo menunjukkan bahwa tingkat literasi digital masyarakat Indonesia pada tahun 2023 masih berada pada angka 62,1% (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2023). Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi sistem perpajakan berbasis digital. Rendahnya literasi digital, disertai dengan kesulitan teknis dalam memahami modernisasi sistem perpajakan, masih menjadi hambatan dalam pelaporan pajak secara efektif (Herawati Khotmi et al., 2025).
Sebagai bagian dari reformasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak mengimplementasikan Coretax Administration System sebagai sistem administrasi perpajakan terintegrasi berbasis teknologi. Coretax dirancang untuk menyederhanakan proses registrasi, pelaporan, dan pembayaran pajak melalui digitalisasi dan integrasi data. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kualitas layanan perpajakan sehingga dapat mendorong kepatuhan wajib pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax berpotensi menurunkan biaya kepatuhan dan meningkatkan kemudahan dalam pelaporan pajak (Herawati Khotmi et al., 2025).
Namun demikian, peningkatan jumlah wajib pajak badan belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kepatuhan pelaporan pajak. Berdasarkan data Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, jumlah wajib pajak badan terdaftar dan yang melaporkan SPT Tahunan melalui e-SPT selama periode 2022–2024 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan.
[bookmark: _Toc210688233][bookmark: _Toc223472090]Tabel 1.2 WP Badan Terdaftar dan yang Melaporkan e-SPT
	Tahun
	Jumlah Wajib Pajak Badan Terdaftar
	Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan SPT (e-SPT)

	2022
	3.941.523
	991.820

	2023
	4.285.679
	367.057

	2024
	4.314.337
	18.319


Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, data per 31 Desember 2024 (Laporan Tahunan DJP, 2024).

Dari tabel di atas terlihat bahwa meskipun jumlah wajib pajak badan yang terdaftar terus meningkat setiap tahun, tingkat pelaporan SPT justru menurun secara signifikan pada tahun 2023 dan 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan besar dalam hal kepatuhan wajib pajak badan. Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebab adalah masih rendahnya pemanfaatan sistem digital secara optimal, termasuk penggunaan aplikasi Coretax Administration System yang baru diimplementasikan secara bertahap oleh DJP. Namun, tabel di atas yang telah melampirkan data jumlah wajib pajak badan terdaftar dan yang melaporkan e-SPT belum mampu merepresentasikan kondisi kepatuhan wajib pajak di setiap wilayah khususnya pada tingkat daerah. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana implementasi sistem, efisiensi administrasi, dan literasi digital berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan di daerah, khususnya di Kota Samarinda yang terdiri dari KPP Pratama Samarinda Ulu dan KPP Pratama Samarinda Ilir.
Sejauh ini, sebagian besar penelitian lebih banyak berfokus pada wajib pajak orang pribadi. Masih terbatas penelitian yang secara khusus menelaah pengaruh implementasi coretax, literasi pajak dan literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak badan, khususnya pada konteks daerah Kota Samarinda. Padahal, wajib pajak badan memiliki kompleksitas administrasi yang lebih tinggi dibandingkan wajib pajak orang pribadi, sehingga analisis terhadap kelompok ini menjadi penting untuk memahami dinamika kepatuhan pajak di era digital. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil judul mengenai Pengaruh Literasi Pajak, Literasi Digital dan Implementasi Coretax Administration System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Samarinda.
[bookmark: _Toc223980344]Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:
1. Apakah literasi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kota Samarinda?
2. Apakah literasi digital berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kota Samarinda?
3. Apakah implementasi Coretax Administration System berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kota Samarinda?
[bookmark: _Toc223980345]Tujuan Penelitian 
1. Untuk menguji secara empiris peran literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kota Samarinda.
2. Untuk menguji secara empiris peran literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kota Samarinda.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh implementasi Coretax Administration System terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kota Samarinda.
[bookmark: _Toc223980346]Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoretis
a. Menambah literatur akademik mengenai pengaruh literasi pajak, literasi digital dan implementasi Coretax Administration System terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
b. Mengembangkan teori kepatuhan pajak dengan meninjau bagaimana modernisasi sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi memengaruhi perilaku wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Manfaat Praktis
a. Memberikan wawasan kepada wajib pajak badan mengenai pentingnya literasi pajak dan literasi digital serta manfaat implementasi coretax untuk meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
b. Membantu KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu dalam mengevaluasi efektivitas implementasi Coretax Administration System dan efisiensi administrasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan.
c. Memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam mengoptimalkan implementasi coretax berbasis teknologi, serta merancang program peningkatan literasi digital guna mendorong kepatuhan dan penerimaan pajak di Indonesia.
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[bookmark: _Toc223980347]BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 [bookmark: _Toc223980348]Landasan Teori
2.1.1 [bookmark: _Toc223980349]Theory of Planned Behavior (TPB)
Theory of Planned Behavior (TPB) diperkenalkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1985 sebagai penyempurnaan dari Theory of Reasoned Action (TRA). Teori ini dikembangkan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perilaku manusia dengan menekankan hubungan antara keyakinan yang dimiliki individu dengan tindakan yang akhirnya mereka lakukan. Dalam kerangka TPB, perilaku tidak hanya ditentukan oleh niat untuk bertindak, tetapi juga oleh persepsi individu mengenai sejauh mana mereka merasa mampu atau memiliki kendali terhadap tindakan tersebut.
(Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa TPB terdiri atas tiga komponen utama yang membentuk niat seseorang dalam berperilaku, yaitu sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior), norma subjektif (subjective norm), serta kontrol perilaku yang dirasakan (perceived behavioral control). Sikap menggambarkan evaluasi positif atau negatif seseorang terhadap suatu tindakan. Norma subjektif berkaitan dengan persepsi individu terhadap pengaruh sosial atau harapan dari pihak-pihak yang dianggap penting. Sementara itu, kontrol perilaku yang dirasakan menunjukkan sejauh mana individu menilai dirinya memiliki kemampuan, kesempatan, dan sumber daya untuk melaksanakan perilaku tersebut.
Sikap terhadap perilaku menjadi faktor sentral yang memengaruhi niat individu. Ketika seseorang memiliki sikap yang positif terhadap suatu tindakan, maka kecenderungan mereka untuk berniat melakukannya akan semakin tinggi. Norma subjektif juga memiliki peran yang signifikan, karena tekanan atau dukungan sosial kerap memotivasi seseorang untuk berperilaku sesuai dengan harapan lingkungan. Meskipun demikian, TPB menegaskan bahwa niat bukanlah satu-satunya penentu terwujudnya perilaku. Kemampuan individu untuk benar-benar melakukan perilaku tersebut sangat dipengaruhi oleh kontrol perilaku yang dirasakan.
Kontrol perilaku yang dirasakan dalam TPB memiliki dua peran utama, yaitu sebagai faktor yang memperkuat niat berperilaku dan memprediksi perilaku secara langsung. Individu yang merasa memiliki kendali tinggi atas suatu tindakan umumnya memiliki niat yang lebih kuat dan lebih mampu mewujudkan tindakan tersebut. Sebaliknya, apabila seseorang merasa terbatas oleh kurangnya sumber daya, keterampilan, atau kesempatan, maka niat mereka untuk bertindak cenderung melemah dan perilaku yang dimaksud mungkin tidak akan terwujud meskipun ada niat untuk melakukannya.
2.1.2 [bookmark: _Toc223980350][bookmark: _Toc208006070]Technology Acceptance Model (TAM)
Technology Acceptance Model (TAM) merupakan model teoretis yang dikembangkan oleh Fred Davis (1989) untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi informasi oleh individu. Model ini dikembangkan sebagai adaptasi dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang menekankan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat, sedangkan niat tersebut dibentuk oleh keyakinan dan sikap terhadap suatu tindakan. TAM secara khusus dirancang untuk memahami perilaku individu dalam menerima dan menggunakan sistem teknologi informasi (Wicaksono, 2022).
Dalam kerangka TAM, perilaku penggunaan teknologi dipengaruhi oleh niat perilaku (behavioral intention), yang selanjutnya ditentukan oleh dua konstruk utama, yaitu persepsi kemanfaatan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use). Persepsi kemanfaatan didefinisikan sebagai tingkat keyakinan individu bahwa penggunaan suatu sistem teknologi akan meningkatkan kinerja atau efektivitas pekerjaan. Sementara itu, persepsi kemudahan penggunaan merujuk pada sejauh mana individu meyakini bahwa sistem tersebut dapat digunakan dengan mudah dan tidak memerlukan usaha yang besar (Wicaksono, 2022).
Davis (1989) menjelaskan bahwa persepsi kemudahan penggunaan tidak hanya berpengaruh secara langsung terhadap niat penggunaan teknologi, tetapi juga berpengaruh secara tidak langsung melalui persepsi kemanfaatan. Sistem teknologi yang dianggap mudah digunakan cenderung dipersepsikan lebih bermanfaat, sehingga meningkatkan niat individu untuk menggunakannya. Dengan demikian, kedua konstruk tersebut saling berkaitan dalam membentuk penerimaan individu terhadap teknologi.
TAM menegaskan bahwa niat perilaku merupakan prediktor utama dari perilaku penggunaan aktual. Individu yang memiliki niat kuat untuk menggunakan suatu sistem teknologi akan lebih cenderung mengadopsi dan memanfaatkan teknologi tersebut dalam aktivitas sehari-hari. Dalam konteks sistem informasi, tingkat penerimaan pengguna terhadap teknologi menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu sistem.
Dalam bidang perpajakan, TAM banyak digunakan untuk menjelaskan penerimaan wajib pajak terhadap berbagai sistem perpajakan berbasis teknologi, seperti e-filing, e-faktur, e-bupot, serta sistem administrasi pajak terintegrasi. Penerimaan terhadap sistem perpajakan digital sangat dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak mengenai kemanfaatan sistem dalam meningkatkan efisiensi administrasi serta kemudahan dalam proses penggunaannya.
Sejalan dengan hal tersebut, Coretax Administration System sebagai sistem administrasi perpajakan terintegrasi merupakan bentuk inovasi teknologi yang menuntut adanya penerimaan dari wajib pajak. Persepsi wajib pajak terhadap kemanfaatan dan kemudahan penggunaan coretax menjadi faktor penting yang menentukan tingkat penggunaan sistem tersebut. Penggunaan coretax yang optimal diharapkan mampu mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan, mengurangi hambatan administratif, serta mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak badan.
2.2 [bookmark: _Toc223980351]Pajak 
2.2.1 [bookmark: _Toc223980352]Pengertian Pajak 
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk berbagai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan suatu negara. Prof.Dr.Rochmat Sumitro,SH menyebutkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkandan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2019). Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu:
1. Negara memungut pajak melalui pemerintah pusat maupun daerah
2. Berdasarkan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya, pajak dapat dipaksakan
3. Pembayaran pajak tidak mendapat kontraprestasi langsung dari pemerintah
4. Diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan secara umum dan jika surplus digunakan untuk Public Invesment. 
5. Pajak memiliki fungsi mengatur
6. Pajak dipungut oleh sebab suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.
2.2.2 [bookmark: _Toc208006071][bookmark: _Toc223980353]Fungsi Pajak 
Menurut Resmi (2019), pajak dan retribusi merupakan sumber penerimaan negara Indonesia disamping sumber-sumber penerimaan lainnya. Fungsi pajak diantaranya sebagai berikut: 
1. Sumber Keuangan Negara (Budgetair)
Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik yang rutin maupun pengeluaran umum lainnya dalam pembangunan. Beberapa peraturan terkait pajak misalnya: Pajak penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dll. 
2. Fungsi Pengatur (Regularend) 
Pajak memiliki fungsi mengatur artinya pajak dapat digunakan untuk mengatur ataupun melaksanakan kebijakan pemerintan dalam bidang ekonomi dan sosial serta untuk mencapai tujuan tertentu selain pada bidang keuangan (Resmi, 2019). Adapun beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur sebagai berikut:
1) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya pun semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah.
2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
3) Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehinga memperbesar devisa negara.
4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti indutri kertas, industri semen, industri baja, dll. Hal ini bermaksud agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan). Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan.

2.2.3 [bookmark: _Toc208006072][bookmark: _Toc223980354]Jenis-Jenis Pajak
Pajak dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya (Resmi, 2019).
1. Menurut Golongan
Pajak menurut golongan dikelompokkan menjadi dua:
a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang langsung ditanggung oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan ataupun dibebankan kepada orang lain, pajak tersebut harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. 
Contoh: 
Pajak Penghasilan (PPh). PPh ditanggung atau dibayar oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut. 
b. Pajak Tidak Langsung, merupakan pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga.  Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menimbulkan terutngnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. 
Contoh:  
Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsn ataupun pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun secara implisit (dimasukkan dalam harga jual abarang atau jasa). 


2. Menurut Sifat
Menurut Resmi (2019), pajak dapat dikelompokkan menjadi dua sebagai berikut:
a. Pajak Subjektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. 
Contoh: 
Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek Wajib Pajak Orang pribadi. Pengenaan PP untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak seperti status perkawinan, banyaknya anak dan yanga menjadi tanggungan lainnya. Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak. 
b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. 
Contoh: 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi Bangunan (PBB). 
2.3 [bookmark: _Toc223980355]Literasi Pajak
Literasi pajak merujuk pada tingkat pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki individu mengenai sistem perpajakan, termasuk hak serta kewajiban yang melekat sebagai wajib pajak, dan kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam praktik sehari-hari. Konsep ini mencakup beberapa dimensi utama, antara lain pemahaman terhadap sistem perpajakan seperti jenis-jenis pajak, mekanisme perhitungan, serta prosedur pembayaran pajak. Selain itu, literasi pajak juga berkaitan dengan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu, baik dalam pelaporan maupun pembayaran (Latuheru & Loupatty, 2023).
Di sisi lain, kemampuan memanfaatkan teknologi perpajakan turut menjadi bagian penting, yaitu sejauh mana wajib pajak dapat menggunakan perangkat dan platform digital untuk mendukung proses administrasi pajak. Literasi pajak juga mencakup pemahaman terhadap regulasi dan kebijakan perpajakan, termasuk kemampuan mengikuti perkembangan aturan yang berlaku. Tingkat literasi pajak yang baik membantu wajib pajak menjalankan kewajibannya secara benar serta meminimalkan risiko kesalahan maupun tindakan penghindaran pajak (Subu & Sihar Tambun, 2024).
2.4 [bookmark: _Toc223980356]Literasi Digital 
Literasi digital merupakan kemampuan yang sangat penting dan melekat dalam kehidupan sehari-hari di era digital saat ini. Keterampilan ini mencakup kemampuan untuk mencari, menilai, memanfaatkan, serta menghasilkan informasi melalui berbagai teknologi digital seperti internet, media sosial, dan perangkat elektronik lainnya (Giroth et al., 2024). Literasi digital juga melibatkan pemahaman yang mendalam mengenai cara berkomunikasi, bekerja sama, dan berpartisipasi secara efektif dalam lingkungan digital yang terus berubah. Dalam dunia yang semakin berkembang dan saling terhubung, kemampuan literasi digital menjadi sangat penting agar individu dapat beradaptasi, berinovasi, dan meraih kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupan. 
Dengan semakin tingginya ketergantungan pada teknologi digital, literasi digital bukan lagi sekadar keterampilan tambahan, melainkan kebutuhan dasar yang harus dimiliki setiap orang untuk menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna. Seperti halnya kepatuhan wajib pajak yang membantu pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara demi kesejahteraan masyarakat, literasi digital juga memiliki peran krusial dalam mendukung keberhasilan dan kesejahteraan individu di era modern ini (Palar et al., 2024).
2.5 [bookmark: _Toc223980357]Coretax Administration System 
Coretax Administration System merupakan teknologi terbaru dalam bidang perpajakan yang digunakan untuk mengelola seluruh administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran, pembayaran, pengawasan, hingga pemeriksaan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan transparansi, efisiensi waktu, dan akurasi data, sehingga mempercepat proses penerimaan pajak. Dengan memanfaatkan teknologi coretax, semua proses administrasi perpajakan dapat berjalan secara otomatis, seperti e-filing, e-payment, dan pengawasan kewajiban pajak secara real-time.
Implementasi coretax secara umum bertujuan menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sebagaimana didefinisikan oleh DJP (2024). Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Coretax Administration System merupakan teknologi inovatif yang dirancang khusus oleh pemerintah di sektor perpajakan untuk mentransformasi sistem perpajakan agar lebih modern dan mampu menghadapi tantangan penerimaan negara di masa depan.
2.5.1 [bookmark: _Toc223980358]Fitur Utama Coretax Administration System
Coretax merupakan sistem yang dirancang khusus dengan berbagai fitur inovatif terbaru untuk mempermudah wajib pajak dalam mengelola administrasi dan transaksi perpajakan secara online. Berdasarkan informasi dari Pajak.go.id (2024), terdapat lima fitur utama dalam sistem coretax, yaitu registrasi data wajib pajak, pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), manajemen akun wajib pajak, pembayaran, serta layanan perpajakan. Berikut penjelasannya:
1. Registrasi Wajib Pajak
Sistem coretax menghadirkan perubahan signifikan dalam proses registrasi wajib pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sebelumnya terdiri dari 15 digit, kini menggunakan format baru 16 digit yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk wajib pajak orang pribadi, sehingga wajib pajak hanya perlu mengingat satu nomor identifikasi. Hal ini juga memudahkan integrasi data perpajakan dengan pihak ketiga. Untuk badan usaha dan wajib pajak non-penduduk, NPWP lama tetap berlaku dengan penambahan angka "0" di depan. NPWP cabang disatukan dalam satu nomor NPWP induk, sementara Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) digunakan untuk cabang dengan alamat berbeda, menyederhanakan administrasi meskipun memiliki banyak cabang. 
Wajib pajak dapat langsung menggunakan layanan coretax setelah memiliki NPWP atau mengaktivasi NIK sebagai NPWP tanpa proses terpisah untuk akses elektronik atau akun Pengusaha Kena Pajak (PKP). Proses reset kata sandi juga lebih mudah tanpa memerlukan Electronic Filing Identification Number (EFIN), cukup dengan NPWP dan email terdaftar. Perubahan data wajib pajak seperti nomor telepon, email, dan alamat dapat dilakukan secara mandiri melalui sistem tanpa harus menghubungi petugas pajak. Selain itu, wajib pajak dapat memasukkan data rekening bank untuk mempercepat proses restitusi pajak (Korat & Munandar, 2025).
2. Pengelolaan SPT
Dalam tahap persiapan, wajib pajak harus menyiapkan dokumen pendukung seperti faktur pajak, laporan keuangan, bukti pemotongan pajak, dan rekapitulasi peredaran usaha untuk pembuatan SPT. Faktur dan bukti potong dibuat otomatis oleh sistem dengan nomor seri yang dihasilkan sistem. Sistem juga mendukung laporan keuangan berbasis Extensible Business Reporting Language (XBRL) yang memudahkan pengisian data SPT. Data faktur dan bukti potong terintegrasi langsung saat pengisian SPT (prepopulated). 
Pada tahap pelaporan, wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik atau manual dengan pilihan formulir tertentu. Portal coretax menyediakan fitur baru seperti perhitungan PPh Pasal 25, pelaporan Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (SPOP PBB), pengisian otomatis kompensasi kelebihan pajak, dan integrasi data pemotongan PPh Pasal 21. Bukti potong dari pemotong juga dapat langsung digunakan dalam pengisian SPT tahunan. Sistem memberikan pengingat otomatis untuk kewajiban pelaporan SPT.

3. Taxpayer Account Management 
Coretax mengelola informasi perpajakan wajib pajak secara lebih lengkap dan terkini. Wajib pajak dapat mengakses data melalui portal yang mencakup profil wajib pajak dan buku besar perpajakan. Profil memuat identitas, jenis pajak terdaftar, riwayat permohonan, saldo transaksi, dan fasilitas perpajakan. Buku besar mencatat transaksi hak dan kewajiban perpajakan dengan fitur otomatis dan integrasi bisnis perpajakan lainnya. Wajib pajak juga dapat mengunduh riwayat transaksi mereka (Korat & Munandar, 2025).
4. Pembayaran 
Sistem pembayaran dalam coretax mengalami beberapa pembaruan, seperti pembuatan kode billing yang lebih cepat dan mudah. Wajib pajak dapat membuat kode billing untuk beberapa jenis pajak sekaligus secara otomatis, dengan status kurang bayar untuk menghindari kesalahan. Dashboard coretax menampilkan daftar pajak kurang bayar agar wajib pajak dapat memantau kode billing yang belum dibayar atau sudah kadaluarsa. Pembayaran dapat dilakukan langsung melalui sistem yang terintegrasi dengan bank persepsi. 
Coretax juga menyediakan akun deposit yang memungkinkan wajib pajak menyetor dana sebagai pembayaran atas kekurangan pajak dari berbagai jenis kode billing. Saldo deposit dapat dikembalikan atau dipindahbukukan secara mandiri tanpa harus menghubungi petugas pajak. Wajib pajak dengan risiko rendah dapat menyelesaikan permohonan secara otomatis dan memantau statusnya langsung melalui sistem, sehingga memudahkan pengawasan tanpa kontak langsung dengan petugas pajak (Korat & Munandar, 2025).
5. Layanan Perpajakan 
Wajib pajak dapat mengakses layanan perpajakan secara online melalui portal dan saluran telepon ke Kring Pajak. Coretax akan terus menambah layanan online agar wajib pajak yang tidak dapat mengakses secara digital tetap dapat menggunakan layanan kantor pajak di seluruh Indonesia tanpa terbatas pada kantor pajak tempat terdaftar. Sistem ini juga mengotomatisasi lebih banyak layanan, khususnya bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, adil, dan pasti. 
Dokumen layanan perpajakan dapat diunduh langsung melalui portal dengan tanda tangan elektronik dan barcode untuk memastikan keaslian. Selain itu, wajib pajak dapat melacak status permohonan secara mandiri tanpa harus menghubungi petugas pajak.
2.6 [bookmark: _Toc223980359]Wajib Pajak
2.6.1 [bookmark: _Toc223980360]Pengertian Wajib Pajak
Wajib pajak merupakan salah satu subjek penting dalam sistem perpajakan, karena melalui merekalah negara memperoleh penerimaan yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, termasuk pembayar, pemotong, maupun pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Definisi ini menegaskan bahwa siapa pun yang menerima penghasilan, baik sebagai individu maupun badan hukum, terikat kewajiban untuk melaksanakan administrasi perpajakan. Secara garis besar, wajib pajak terbagi menjadi dua kategori, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. 
2.6.2 [bookmark: _Toc223980361]Wajib Pajak Badan
Wajib Pajak Badan merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang menjadi satu kesatuan, baik yang melakukan kegiatan usaha maupun tidak, yang diwajibkan memenuhi kewajiban perpajakan. Kategori ini mencakup berbagai bentuk entitas hukum, seperti perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), firma, koperasi, yayasan, organisasi massa, hingga bentuk usaha tetap (BUT). Wajib Pajak Badan memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan Wajib Pajak Orang Pribadi, baik dari sisi struktur organisasi maupun beban administrasi. Penghasilan yang diperoleh badan umumnya berasal dari kegiatan usaha berskala besar dan kewajiban pajaknya terpisah dari pemilik maupun pengurus perusahaan. Oleh karena itu, pelaporan pajak dilakukan melalui SPT Tahunan Badan dengan tingkat akurasi dan akuntabilitas yang lebih tinggi.
2.6.3 [bookmark: _Toc223980362]Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Hak wajib pajak antara lain memperoleh pelayanan yang baik dari otoritas pajak, mengajukan keberatan atau banding, serta meminta restitusi jika terjadi kelebihan pembayaran. Di sisi lain, kewajiban wajib pajak meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang, serta menyimpan dokumen perpajakan dengan benar. Pemenuhan hak dan kewajiban ini menjadi dasar penilaian terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia (UU KUP, 2007).
2.7 [bookmark: _Toc223980363]Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek krusial dalam sistem perpajakan karena berhubungan langsung dengan penerimaan negara. Jeannes (2022) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan yang ditetapkan oleh undang-undang secara sukarela dan penuh kesadaran. Definisi ini menekankan bahwa kepatuhan terjadi ketika wajib pajak secara sadar melaksanakan kewajibannya tanpa adanya paksaan dari otoritas pajak.
Menurut Sugiyono (2019), kepatuhan pajak dapat diwujudkan melalui tindakan wajib pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, melaporkan seluruh penghasilan kena pajak secara jujur, dan membayar pajak tepat waktu. Dengan kata lain, kepatuhan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga mencakup kejujuran dalam pengungkapan penghasilan serta ketepatan waktu dalam pembayaran.
Secara lebih luas Chebusit et al., (2014) menyebutkan bahwa pandangan mengenai kepatuhan pajak dapat berbeda antarnegara, namun secara umum meliputi kepatuhan terhadap regulasi, pembayaran tepat waktu, serta keterbukaan dalam pelaporan. Michelle & Kristanto (2023) menambahkan bahwa seorang individu atau entitas dikatakan patuh apabila telah mendaftar di otoritas pajak, menyampaikan seluruh SPT, melunasi kewajiban pajak, dan melakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan. Sebaliknya, ketidakpatuhan ditandai dengan tidak menyampaikan SPT tepat waktu, merendahkan penghasilan yang dilaporkan, melebih-lebihkan pengeluaran, atau menunda pembayaran pajak yang jatuh tempo (Kasipillai & Jabbar, 2006).
Kepatuhan pajak dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dan kepatuhan terpaksa (enforced compliance). Kepatuhan sukarela terjadi ketika wajib pajak secara sadar memenuhi kewajibannya, sedangkan kepatuhan terpaksa lebih banyak dipengaruhi oleh pengawasan dan ancaman sanksi dari otoritas pajak (Muturi, 2015). Tingkat kepatuhan yang tinggi biasanya dicapai apabila wajib pajak memiliki sikap positif terhadap kewajiban perpajakan, memahami manfaat pembayaran pajak, dan percaya bahwa pemerintah mengelola pajak secara transparan untuk kepentingan publik (Muturi, 2015).

2.8 [bookmark: _Toc223980364]Penelitian Terdahulu
[bookmark: _Toc209140132][bookmark: _Toc223472091]Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
	No.
	Nama Peneliti
	Judul Penelitian
	Hasil Penelitian

	1.
	Herawati Khotmi, Suparlan, Elvina Setiawati (2025)
	Optimalisasi Kepatuhan Pelaporan PPN Melalui Coretax dan Efisiensi Pajak
	1. Implementasi coretax tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN, efisiensi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN. 
2. Literasi digital berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN

	2.
	Chevri Korat, Agus Munandar (2025)
	Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan di Indonesia
	1. Coretax Administration System memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan

	3.
	Rinto Rahmad. (2025)
	Implementasi Core Tax Administration System Sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	1. Coretax berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak 

	4. 
	Indrarto Triansyah, Robiur Rahmat Putra (2025)
	Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Literasi Digital sebagai Pemoderasi
	1. Literasi pajak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, 
2. Literasi digital mempengaruhi literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

	5.
	Irham Abdillah, Nuramalia Hasanah, Dwi Handarini (2025)
	Analysis of Core Tax Use On the Efficiency and Effectiveness of Tax Reporting at PT Jawara Mitra Consulting
	1. Coretax Administration System berpengaruh positif terhadap efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan wajib pajak.

	6. 
	Erna Listyaningsih, Samiyatun Hoyriyah (2024)
	Pengaruh Literasi Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu 
	1. Peningkatan literasi pajak, perbaikan sistem administrasi perpajakan, dan peningkatan kualitas pelayanan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.





2.9 [bookmark: _Toc223980365]Kerangka Konseptual 
Pengaruh Literasi Pajak, Literasi Digital, dan Implementasi Coretax Administration System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Samarinda
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2.10 [bookmark: _Toc223980366]Pengembangan Hipotesis 
2.10.1 [bookmark: _Toc223980367]Pengaruh Literasi Pajak 
Theory of Planned Behavior (TPB) menunjukkan bahwa pengetahuan yang baik mengenai pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Literasi pajak berperan membentuk cara pandang wajib pajak terhadap pentingnya memenuhi kewajiban pajak. Ketika wajib pajak memahami aturan, prosedur, dan manfaat kepatuhan, mereka cenderung memiliki sikap yang lebih positif terhadap pajak dan merasa mampu menjalankan kewajiban tersebut. Pemahaman ini memperkuat keyakinan bahwa proses pelaporan dan pembayaran pajak dapat dilakukan dengan benar, sehingga meningkatkan niat untuk patuh.
Penelitian oleh Triansyah & Putra (2025) menemukan bahwa semakin tinggi literasi pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Penelitian lain yang dilakukan oleh Erna Listyaningsih (2024), juga menunjukkan bahwa literasi pajak menjadi faktor penting yang mendorong kepatuhan, karena pemahaman mengenai tarif, sanksi, dan tata cara pelaporan membantu wajib pajak menghindari kesalahan dan meningkatkan kesadaran untuk taat pajak.
Dengan literasi pajak yang memadai, wajib pajak badan akan lebih yakin dalam menjalankan proses perpajakan, termasuk saat menggunakan sistem administrasi digital seperti Coretax Administration System. Pemahaman ini membentuk sikap positif, meningkatkan rasa kontrol, dan mengurangi keraguan dalam pelaporan pajak. Pada akhirnya, semakin baik literasi pajak, semakin kuat pula niat dan perilaku kepatuhan wajib pajak badan.
H1: Literasi Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan
2.10.2 [bookmark: _Toc223980368]Pengaruh Literasi Digital 
Theory of Planned Behavior (TPB) menyatakan bahwa perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh sikap, dorongan sosial, dan keyakinan seseorang terhadap kemampuan dirinya. Literasi digital memperkuat keyakinan tersebut karena kemampuan menggunakan teknologi membuat wajib pajak merasa lebih mampu dan percaya diri dalam mengelola pelaporan pajak. Ketika keterampilan digital meningkat, sikap terhadap sistem perpajakan modern juga menjadi lebih positif, sehingga mendorong niat untuk patuh. 
Penelitian Triansyah & Putra (2025) menunjukkan bahwa literasi digital berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, karena kemampuan mengoperasikan layanan perpajakan digital membantu wajib pajak memahami prosedur, mengurangi kesalahan, dan menjalankan kewajiban dengan lebih mudah.
Wajib pajak badan yang memiliki literasi digital yang baik akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan sistem Coretax Administration System, sehingga proses pelaporan menjadi lebih lancar dan terkontrol. Kemampuan ini memperkuat keyakinan untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan, yang akhirnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan.
H2: Literasi digital berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan
2.10.3 [bookmark: _Toc223980369]Pengaruh Implementasi Coretax Administration System 
Implementasi Coretax Administration System berkaitan dengan penerimaan wajib pajak terhadap sistem teknologi perpajakan yang dirancang untuk mempermudah dan mengefisienkan proses administrasi pajak. Dalam kerangka Technology Acceptance Model (TAM), penerimaan terhadap suatu sistem teknologi dipengaruhi oleh persepsi individu mengenai kemanfaatan (perceived usefulness) dan kemudahan penggunaan (perceived ease of use) dari sistem tersebut (Fred Davis, 1989). Wajib pajak akan cenderung menggunakan dan memanfaatkan oretax apabila sistem tersebut dipersepsikan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewajiban perpajakan serta mudah digunakan dalam praktik.
Ketika wajib pajak menilai bahwa penggunaan coretax membantu mengurangi kesalahan administrasi, meningkatkan kejelasan prosedur, serta menyederhanakan proses pelaporan pajak, maka persepsi kemanfaatan terhadap sistem tersebut akan semakin tinggi. Selain itu, sistem yang terintegrasi dan mudah dipahami juga memperkuat persepsi kemudahan penggunaan, sehingga mendorong niat wajib pajak untuk menggunakan coretax secara berkelanjutan. Dalam perspektif TAM, meningkatnya persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan akan membentuk niat perilaku (behavioral intention) yang kuat untuk menggunakan sistem teknologi.
Temuan empiris mendukung relevansi penerapan TAM dalam menjelaskan implementasi coretax. Penelitian Rahmad (2025) menunjukkan bahwa penerapan coretax menyederhanakan prosedur pelaporan pajak melalui otomatisasi dan integrasi data, sehingga mampu mengurangi kesalahan administrasi. Selanjutnya, Korat dan Munandar (2025) menemukan bahwa coretax meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan, yang berdampak positif terhadap pemanfaatan sistem oleh wajib pajak. Sementara itu, Herawati Khotmi et al. (2025) menegaskan bahwa kemudahan akses, transparansi, serta integrasi layanan dalam coretax mendorong penggunaan sistem secara optimal oleh wajib pajak badan.
Penggunaan coretax yang dipersepsikan bermanfaat dan mudah digunakan akan meningkatkan intensitas pemanfaatan sistem dalam proses pelaporan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemanfaatan sistem yang optimal tersebut membantu wajib pajak badan dalam menjalankan administrasi pajak secara lebih terstruktur, akurat, dan tepat waktu. Dengan demikian, dalam kerangka TAM, penerimaan dan penggunaan coretax menjadi faktor penting yang secara tidak langsung mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak badan. Oleh karena itu, implementasi coretax administration system secara logis dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan di Kota Samarinda.
H3: Implementasi Coretax Administration System berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan

2.11 [bookmark: _Toc223980370]Model Penelitian
[bookmark: _Toc210995725][bookmark: _Toc210995994][bookmark: _Toc210996240]Penelitian ini menggunakan 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Terdiri dari Literasi Pajak (X1), Literasi digital (X2), Implementasi Coretax Administration System (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
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[bookmark: _Toc210997143][bookmark: _Toc210997651][bookmark: _Toc223472014]Gambar 2.2 Model Penelitian



[bookmark: _Toc223980371]BAB III
METODE PENELITIAN

[bookmark: _Toc223980372]3.1 	Definisi Operasional
Menurut Sugiyono (2015), definisi operasional merupakan proses penetapan sifat atau konstruk yang akan diteliti agar dapat diukur sebagai variabel penelitian. Definisi ini berfungsi untuk menjabarkan langkah-langkah konkret dalam mengukur konstruk tersebut, sehingga proses pengukuran dapat dilakukan secara konsisten oleh peneliti lain. Dengan demikian, hasil penelitian dapat direplikasi dan metode pengukurannya dapat dikembangkan lebih lanjut. Secara sederhana, definisi operasional memberikan penjelasan mengenai ciri atau karakteristik dari objek penelitian yang memiliki variasi tertentu, sehingga variabel penelitian menjadi lebih jelas maknanya dan dapat diukur secara konsisten.
3.1.1 [bookmark: _Toc223980373]Literasi Pajak
Latuheru (2023), menjelaskan bahwa literasi pajak merupakan tingkat pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki seseorang mengenai sistem perpajakan, termasuk pemahaman atas hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, serta kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam kegiatan sehari-hari.
Literasi pajak mencakup berbagai aspek	 penting, seperti pengetahuan mengenai jenis-jenis pajak, cara menghitung kewajiban pajak, dan prosedur pembayarannya. Literasi pajak juga meliputi kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu sesuai ketentuan.
Secara operasional, literasi pajak menggambarkan kemampuan wajib pajak badan dalam memahami aturan perpajakan, menafsirkan ketentuan yang berlaku, dan mengelola kewajiban pajaknya secara mandiri. Semakin tinggi literasi pajak yang dimiliki, semakin besar kemungkinan wajib pajak bertindak patuh karena mereka mengetahui prosedur, manfaat, dan konsekuensi yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, literasi pajak tidak hanya berkaitan dengan penguasaan konsep, tetapi juga dengan keterampilan menerapkan ketentuan perpajakan secara tepat dan konsisten.
Indikator Literasi Pajak
Menurut Afiah et.,al (2021)  indikator literasi pajak ialah:
3. Pemahaman mengenai ketentuan umum pajak
4. Pemahaman mengenai tata cara perpajakan (KUP)
5. Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan
6. Pengetahun Kualitas Layanan
3.1.2 [bookmark: _Toc223980374]Literasi Digital
Literasi digital merupakan kemampuan individu atau badan usaha dalam memahami, mengakses, serta memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan keterampilan teknis dalam menggunakan aplikasi perpajakan seperti coretax, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menjaga keamanan data, memahami regulasi perpajakan digital, serta menyesuaikan diri terhadap perubahan dan inovasi teknologi yang diterapkan pemerintah.
Literasi digital diukur berdasarkan tingkat kemampuan wajib pajak badan dalam menggunakan sistem dan platform digital yang berkaitan dengan perpajakan. Pengukuran dilakukan melalui indikator yang menggambarkan aspek pemahaman, kesadaran, dan adaptasi wajib pajak terhadap penggunaan teknologi digital dalam konteks perpajakan.
Indikator Literasi Digital
Menurut Herawati Khotmi et.,al (2025)  indikator literasi digital ialah:
1. Mampu menggunakan berbagai platform digital yang berkaitan dengan administrasi perpajakan
2. Sadar pentingnya menjaga keamanan data dalam sistem digital perpajakan
3. Paham terhadap peraturan dan ketentuan mengenai pelaporan pajak digital
4. Mampu beradaptasi terhadap perubahan sistem atau fitur baru dalam coretax
3.1.3 [bookmark: _Toc223980375]Coretax Administration System
Penelitian ini akan menggunakan kuesioner untuk mengukur Implementasi Coretax Administration System yang merupakan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengintegrasikan seluruh proses perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan pajak secara digital. Sistem ini hadir sebagai bentuk modernisasi administrasi pajak yang bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan, transparansi data, serta kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan menggunakan skala likert 1 sampai 4, responden diminta untuk menilai pemahaman mereka terhadap setiap elemen tersebut. Nilai 1 menunjukkan ketidaktahuan dan nilai 4 menunjukkan pemahaman yang sangat baik. 
Indikator Coretax Administration System
Menurut Siagian (2025), indikator Coretax Administration System sebagai berikut:
1. Coretax mempermudah administrasi perpajakan secara efisien
2. Coretax terintegrasi dengan baik antar layanan pajak yang digunakan
3. Data perpajakan yang diinput melalui Coretax terjamin keamanannya
4. Pengawasan terhadap kewajiban perpajakan menjadi lebih transparan melalui sistem Coretax
3.1.4 [bookmark: _Toc223980376]Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan wajib pajak menggambarkan tingkat kesadaran dan kemauan wajib pajak badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan ini tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab dan kesadaran moral wajib pajak dalam melaksanakan fungsi perpajakannya secara sukarela, benar, dan tepat waktu. Penelitian ini akan menggunakan kuesioner untuk mengukur kepatuhan responden terhadap kewajiban pajak mereka yang diukur berdasarkan perilaku dan sikap wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran pajak. 
Indikator Kepatuhan Wajib Pajak
Untuk mengukur kepatuhan wajib pajak berdasarkan indikator yang dikemukakan oleh Dewi et al., (2021):
1. Telah terdaftar sebagai wajib pajak
2. Dapat menghitung pajak dengan benar sesuai ketentuan
3. Membayar pajak tepat waktu
4. Menyampaikan SPT tepat waktu
5. Tidak memiliki tunggakan pajak yang belum diselesaikan
[bookmark: _Toc223980377]3.2	Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu serta telah menggunakan Coretax Administration System dalam proses administrasi perpajakan mereka. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan beberapa kriteria, yaitu:
1. Wajib pajak badan yang terdaftar dan aktif di Kantor KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu.
2. Telah mengikuti sosialisasi mengenai coretax yang diselenggarakan oleh DJP.
3. Wajib pajak badan yang sudah menerapkan coretax dalam pelaporan perpajakan.
Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus slovin Nalendra et al., (2021). Sampel ditentukan dengan melihat tingkat kesalahan, semakin tinggi nilai kesalahan maka akan semakin kecil sampel yang akan diambil. Pada penelitian ini, tingkat kesalahan ditolerir sebanyak 10%. Rumus Slovin:
n =       N      .
1 + N (e²)
Keterangan: 
n = ukuran sampel
N = jumlah populasi
E = tingkat kesalahan margin of error (0,1)
Berdasarkan data dari KPP Pratama Samarinda Ulu dan Ilir, tercatat sebanyak 19.039 Wajib pajak badan yang terdaftar aktif. Maka sampel yang digunakan adalah: 
 n =       19.039     .
     1 + 19.039 (0.1²)

n =    19.039      .
1 + 190.39

        n =     19.039    .= 100 (dibulatkan)

     191.39 
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka penelitian ini akan melibatkan 100 Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu sebagai sampel yang mewakili populasi.
[bookmark: _Toc223980378]3.3	Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan dua cara yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan.
1. Penelitian Pustaka
Peneliti memperoleh data melalui kajian literatur dari buku, jurnal, tesis, laporan resmi seperti laporan tahunan dari KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang digunakan berkaitan dengan implementasi Coretax Administration System, efisiensi administrasi pajak, literasi digital, dan kepatuhan wajib pajak badan.
2. Penelitian Lapangan
Peneliti memperoleh data langsung dari responden yang menjadi subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada wajib pajak badan yang menggunakan aplikasi Coretax Administration System dalam melaksanakan kewajiban perpajaknya.
[bookmark: _Toc223980379]3.4	Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam memperoleh data yang dibutuhkan, data yang digunakan diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak badan KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu yang menggunakan aplikasi pajak.  Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner secara langsung ataupun secara online kepada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu. 
Selain itu, data sekunder yang diambil dari laporan tahunan dari KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu. Dengan gabungan dari kedua jenis data ini, peneliti berharap dapat memberikan pemahaman komprehasif mengenai pengaruh implementasi Coretax Administration System dan literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kota Samarinda.

[bookmark: _Toc223980380]3.5	Metode Analisis Data
Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan pendekatan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 4.0. Pemilihan metode PLS-SEM didasarkan pada beberapa pertimbangan utama, yaitu kemampuannya dalam menangani model penelitian yang kompleks, terutama yang melibatkan variabel laten yang tidak dapat diukur secara langsung, seperti implementasi coretax, literasi digital, dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, PLS-SEM tidak mengharuskan data berdistribusi normal, sehingga sangat sesuai untuk data empiris berbasis kuesioner yang sering kali tidak memenuhi asumsi normalitas (Hair et al., 2021).
[bookmark: _Toc223980381]3.5.1	Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)
Evaluasi model pengukuran (outer model) digunakan untuk memastikan bahwa variabel dan instrumen pengukuran atau indikator yang digunakan dalam penelitian ini memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai serta memastikan bahwa pengukuran yang dilakukan konsisten pada seluruh sampel yang digunakan. Evaluasi model pengukuran dalam analisis data menggunakan PLS-SEM terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. 
1. Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana instrumen pengukuran atau indikator dapat mengukur variabel yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, uji validitas digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari setiap instrumen penelitian relevan dengan variabel yang diukur. Uji validitas terbagi menjadi dua yaitu Convergent Validity dan Discriminant Validity.
A. Convergent Validity 
Validitas Konvergen digunakan untuk konstruk berkorelasi secara positif dengan pengukuran lain pada konstruk yang sama. Validitas konvergen dapat dilihat melalui nilai outer loading dan Average Variance Extracted (AVE). Indikator akan dikatakan memiliki validitas yang baik ketika memiliki outer loading ≥ 0.70 dan nilai AVE ≥ 0.5 (Hair et al., 2021)
B. Discriminant Validity 
Validitas diskriminan adalah ukuran untuk mengetahui seberapa jauh perbedaan sebuah ukuran konstruk dengan konstruk lain yang dapat dibandingkan. Pengukuran validitas disktriminan terdapat 2 pendekatan yaitu fornell and lacker criterion dan cross loading. fornell and lacker criterion nilai akar pangkat dari AVE akan dijadikan pembanding antar konstruk dan korelasi variabel dalam model dan model bisa dikatakan valid apabila akar kuadrat AVE pada setiap konstruk memiliki nilai yang lebih besar dari korelasi tertinggi dari konstruk lainnya. Pendekatan cross loading model dikatakan valid apabila hasil pengukurannya memiliki konstruk ≥ 0.7 dan lebih tinggi apabila dibandingkan nilai cross loading lainnya (Hair et al., 2021).
2. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas merujuk pada proses evaluasi konsistensi suatu instrumen dalam penelitian, yang melibatkan pengukuran berulang untuk menentukan seberapa dapat diandalkan instrumen tersebut sebagai alat pengumpulan data. Ketidakkonsistenan dalam skala pengukuran dapat menurunkan reliabilitas penelitian secara signifikan. Sebaliknya, jika respons responden menunjukkan konsistensi, tingkat reliabilitas instrumen dapat dinilai tinggi. Nilai cronbach's alpha yang lebih tinggi menunjukkan hasil yang lebih baik, karena reliabilitas variabel diukur berdasarkan nilai tersebut. Estimasi reliabilitas dapat diperoleh dari nilai cronbach's alpha dan composite reliability. Instrumen penelitian dianggap memiliki reliabilitas yang memadai jika nilai cronbach's alpha ≥ 0,7 dan composite reliability ≥ 0,7.
[bookmark: _Toc223980382]3.5.2	Evaluasi Model Struktural (Inner Model)
Setelah outer model memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas, tahap berikutnya adalah menguji inner model. Inner model menjelaskan hubungan antar konstruk laten dalam penelitian, yaitu pengaruh literasi pajak, literasi digital dan implementasi coretax terhadap kepatuhan wajib pajak.  Beberapa indikator yang digunakan dalam evaluasi ini mencangkup koefisien jalur yang menggambarkan hubungan antara variabel laten satu dengan yang lain serta signifikan hubungan sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam konteks tingkat signifikan antara variabel laten. Evaluasi model struktural (Inner Model) melibatkan beberapa langkah termasuk analisis R-Square, F-Square, dan signifikansi. 
[bookmark: _Toc223472157]R-Square (R²)
Nilai R-Square (R²) menunjukkan sejauh mana variabel endogen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel eksogen dalam suatu model. Nilai ini juga menjadi indikator utama untuk menilai seberapa kuat model mampu menjelaskan hubungan antarvariabel dalam sampel penelitian. Nilai R² sebesar 0,25 menunjukkan tingkat prediksi yang lemah, 0,50 menunjukkan tingkat moderat, dan 0,75 menunjukkan tingkat kuat. Namun, apabila nilai R² mencapai 0,90 atau lebih tinggi, hal tersebut dapat mengindikasikan adanya overfitting dalam model (Hair et al., 2021).
F-Square (f²)
F-Square (f²) atau Effect Size digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya dalam model penelitian. Nilai f² sebesar 0,02 (small effect), 0,15 (medium effect), dan 0,35 (large effect). Sementara itu, nilai f² yang berada di bawah 0,02 umumnya dianggap tidak memiliki efek yang berarti (Hair et al., 2021).
[bookmark: _Toc223980383]3.5.3	Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis pada inner model dalam analisis PLS-SEM dilakukan dengan menggunakan teknik bootstrapping pada aplikasi SmartPLS. Setelah itu, pengujian hipotesis dilakukan dengan meninjau nilai koefisien jalur, t-statistik, dan p-value. Koefisien jalur yang bernilai positif mengindikasikan adanya hubungan positif antara dua variabel, sedangkan nilai negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan arah (Hair et al., 2021). Selanjutnya, apabila nilai t-statistik melebihi 1,96 dan p-value berada di bawah 0,05, maka koefisien tersebut dianggap signifikan secara statistik dan dapat diandalkan dalam menjelaskan hubungan antarvariabel.


[bookmark: _Toc223980384][bookmark: _Hlk222838763][bookmark: _Hlk220879948]BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 [bookmark: _Toc223980385]Hasil Penelitian 
[bookmark: _Toc223980386]4.1.1 	Data Penelitian 
Dalam Penelitian ini yang menjadi responden penelitian adalah wajib
pajak badan di Kota Samarinda yang terdaftar dan aktif di KPP Pratama Samarinda Ilir dan Ulu yang disebarkan secara langsung kepada responden sebanyak 60 dan sebagian mengisi form di laman (https://forms.gle/Xjfw8tHJ2cUaJsDj9) sebanyak 40 Wajib Pajak Badan. Secara keseluruhan diperoleh 100 responden Wajib Pajak Badan yang telah terdaftar dan aktif di KPP Pratama Samarinda Ilir dan Ulu. Berikut penjelasan mengenai responden pada penelitian ini
[bookmark: _Toc223472052]Tabel 4.1 Distribusi Kuesioner
	Keterangan
	Jumlah Kuesioner

	Kuesioner disebar secara langsung
	60

	Kuesioner disebar secara online
	40

	Kuesioner yang kembali dan dapat diolah
	100


Sumber: Data Diolah, 2026
[bookmark: _Toc223472053]Tabel 4.2 Jenis Perusahaan Responden
	Jenis Perusahaan
	Total
	Presentase

	PT
	62
	62%

	CV
	36
	36%

	Yayasan
	1
	1%

	Koperasi
	1
	1%

	Total
	100
	100%


Sumber: Data Diolah, 2026
Berdasarkan data pada tabel di atas, kuesioner yang di sebar memperoleh responden wajib pajak badan dengan jenis perusahaan PT sebanyak 62, CV sebanyak 36, Koperasi sebanyak 1 dan Yayasan sebanyak 1.
[bookmark: _Toc223472054]Tabel 4.3 Bidang Usaha Perusahaan
	Bidang Usaha
	Jumlah
	Presentase

	Perdagangan
	43
	43%

	Industri
	10
	10%

	Jasa
	47
	47%


Sumber: Data Diolah, 2026
Data pada tabel 4.3 menjelaskan bahwa data bidang usaha perusahaan yang diperoleh dari kuesioner yang disebar yaitu bidang usaha perdagangan sebanyak 43%, industri 10% dan jasa 47%.
4.2 [bookmark: _Toc223980387]Hasi Uji Instrumen Penelitian 
[bookmark: _Toc223980388][image: ]4.2.1	Konseptualis Model 







Sumber: Output SmartPLS 4, 2026
[bookmark: _Toc223472367]Gambar 4.1 Konseptualis Model
Hubungan antar konstruk pada gambar di atas ditunjukkan dengan anak panah yang saling terhubung. Konstruk Literasi Pajak diukur menggunakan empat indikator, yaitu X1.1, X1.2, X1.3, dan X1.4. Konstruk penerapan Literasi Digital diukur dengan empat indikator, yaitu X2.1, X2.2, X2.3, dan X2.4. Konstruk Implementasi Coretax Administration System diukur menggunakan empat indikator, yaitu X3.1, X3.2, X3.3, dan X3.4. Konstruk Kepatuhan Wajib Pajak Badan diukur dengan enak indikator, yaitu Y1.1, Y1.2, Y1.3, Y1.4, Y1.5, dan Y1.6.

[bookmark: _Toc223980389]4.2.2	Model Pengukuran (Outer Model) 
Evaluasi model pengukuran (outer model) digunakan untuk menunjukkan variabel dan instrumen pengukuran atau indikator yang digunakan dalam penelitian ini memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai serta memastikan bahwa pengukuran yang dilakukan konsisten pada seluruh sampel yang digunakan. Evaluasi model pengukuran dalam analisis data menggunakan PLS-SEM terdiri dari uji validitas dan reliabilitas yang dilakukan dengan beberapa cara seperti Convergent Validity yang menghasilkan output berupa Outer Loadings. Discriminant Validity yang menghasilkan nilai dari metode Cross Loading, dan metode Average Varians Extracted (AVE) sebagai parameter validitas indikator terhadap konstruk laten, serta Composite Reliability sebagai parameter reliabilitas indikator terhadap konstruksi laten.


[bookmark: _Toc223980390]Uji Validitas 
[image: ]Uji Validitas digunakan untuk menguji valid atau tidaknya indikator-indikator yang menampilkan suatu konstruk laten. Diagram Loading Factors pada penelitian ini adalah sebagai berikut.









Sumber: Output SmartPLS 4, 2026
[bookmark: _Toc223472368]Gambar 4.2 Loading Factors


Data yang diolah menggunakan SmartPLS 4 menghasilkan Algorithm korelasi antara konstruk laten dan indikator melalui tabel Outer Loading dibawah ini.
[bookmark: _Toc223472055]Tabel 4.4 Outer Loadings (Convergent Validity)
	
	(X1) Literasi Pajak
	(X2) Literasi Digital
	(X3) Coretax Administration System
	(Y) Kepatuhan Wajib Pajak Badan
	Keterangan

	X1.1
	0.832
	-
	-
	-
	Valid

	X1.2
	0.823
	-
	-
	-
	Valid

	X1.3
	0.783
	-
	-
	-
	Valid

	X1.4
	0.770
	-
	-
	-
	Valid

	X2.1
	-
	0.842
	-
	-
	Valid

	X2.2
	-
	0.724
	-
	-
	Valid

	X2.3
	-
	0.804
	-
	-
	Valid

	X2.4
	-
	0.797
	-
	-
	Valid

	X3.1
	-
	-
	0.841
	-
	Valid

	X3.2
	-
	-
	0.837
	-
	Valid

	X3.3
	-
	-
	0.848
	-
	Valid

	X3.4
	-
	-
	0.776
	-
	Valid

	Y.1
	-
	-
	-
	0.752
	Valid

	Y.2
	-
	-
	-
	0.832
	Valid

	Y.3
	-
	-
	-
	0.813
	Valid

	Y.4
	-
	-
	-
	0.816
	Valid

	Y.5
	-
	-
	-
	0.850
	Valid

	Y.6
	-
	-
	-
	0.862
	Valid


Sumber: Output SmartPLS 4, 2026
Tabel 4.4 menunjukkan korelasi antar konstruk laten dengan indikatornya yang memiliki nilai 0>70. Hal ini menunjukkan bahwa semua indikator telah memenuhi syarat korelasi absolut laten dan indikatornya (Haryono, 2016).
Setelah mengukur korelasi antar konstruk laten dan indikator, metode selanjutnya untuk mendapatkan nilai Cross Loading dengan mengukur Discriminant Validity ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu nilai Cross Loading masing-masing indikator harus lebih tinggi dari nilai Cross Loading indikator lain.
[bookmark: _Toc223472056]Tabel 4.5 Discriminant Validity Metode Cross Loading
	
	(X1) Literasi Pajak
	(X2) Literasi Digital
	(X3) Coretax Administration System
	(Y) Kepatuhan Wajib Pajak Badan

	X1.1
	0.832
	0.659
	0.433
	0.552

	X1.2
	0.823
	0.575
	0.410
	0.489

	X1.3
	0.783
	0.589
	0.502
	0.465

	X1.4
	0.770
	0.697
	0.536
	0.447

	X2.1
	0.571
	0.842
	0.721
	0.537

	X2.2
	0.774
	0.724
	0.429
	0.494

	X2.3
	0.637
	0.804
	0.625
	0.573

	X2.4
	0.523
	0.797
	0.676
	0.577

	X3.1
	0.587
	0.663
	0.841
	0.564

	X3.2
	0.435
	0.591
	0.837
	0.545

	X3.3
	0.546
	0.728
	0.848
	0.533

	X3.4
	0.325
	0.589
	0.776
	0.444

	Y.1
	0.391
	0.438
	0.399
	0.752

	Y.2
	0.467
	0.552
	0.529
	0.832

	Y.3
	0.548
	0.589
	0.504
	0.813

	Y.4
	0.546
	0.645
	0.595
	0.816

	Y.5
	0.437
	0.495
	0.492
	0.850

	Y.6
	0.581
	0.635
	0.573
	0.862


Sumber: Output SmartPLS 4, 2026
Tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai cross loading yang mewakili setiap indikator lebih besar dibandingkan dengan nilai cross loading indikator lainnya yang berarti bahwa indikator telah memenuhi syarat nilai loading dan sudah memiliki nilai validitas diskriminan yang baik. 
Uji terakhir pada uji validitas adalah mengukur validitas konvergen berdasarkan nilai Average Varians Extracted (AVE), yang digunakan untuk mengukur apakah semua indikator dapat mewakili setiap konstruk laten dan menjadi dasar konstruk laten tersebut.
[bookmark: _Toc223472057]Tabel 4.6 Discriminant Validity Metode AVE
	Konstruk Laten
	Rata-rata varians diekstraksi (AVE)
	Keterangan

	(X1) Literasi Pajak
	0.644
	Valid

	(X2) Literasi Digital
	0.629
	Valid

	(X3) Coretax Administration System
	0.683
	Valid

	(Y) Kepatuhan Wajib Pajak Badan
	0.675
	Valid


Sumber: Output SmartPLS 4, 2026
Tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai AVE konstruk laten dari Literasi Pajak, Literasi Digital, Coretax Administration System, dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan memiliki nilai > 0,5 yang berarti bahwa semua indikator dapat mewakili setiap konstruk laten dan dianggap valid. 
Semua pengujian yang telah dilakukan mulai dari Outer Loading, Cross Loading, dan Average Varians Extracted (AVE) dapat disimpulkan bahwa semua konstruk dan indikator telah sesuai dengan syarat nilai yang direkomendasikan yang berarti bahwa semua konstruk dan indikator telah lolos dalam uji validitas. 
[bookmark: _Toc223980391]Uji Composite Reliability
Uji composite reliability yang diperkuat dengan nilai cronbach’s alpha dilakukan untuk membuktikan ketepatan, akurasi dan konsistensi indikator dalam mengukur konstruk latennya dan menguji dalam beberapa kali dengan hasil relatif sama. Hasil pengujian data menggunakan metode ini dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut.
[bookmark: _Toc223472058]Tabel 4.7 Composite Reliability
	Konstruk Laten
	Cronbach’s alpha
	Keandalan komposit (rho_c)
	Keterangan

	(X1) Literasi Pajak
	0.816
	0.879
	Realibel

	(X2) Literasi Digital
	0.802
	0.871
	Realibel

	(X3) Coretax Administration System
	0.845
	0.896
	Realibel

	(Y) Kepatuhan Wajib Pajak Badan
	0.904
	0.926
	Realibel


Sumber: Output SmartPLS 4, 2026
Berdasarkan tabel 4.7 diatas, menunjukkan internal cosistency antar variabel memiliki reliabilitas yang baik dalam mengukur konstruknya, hal ini ditandai dengan adanya composite reliability dan cronbach’s alpha dari masing-masing indikator dan variabel laten memperoleh nilai 0 > 0,70.
4.2.3 [bookmark: _Toc223980392]Evaluasi Model Struktural (Inner Model) 
[bookmark: _Toc223980393]4.2.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R-Square)
Uji R-Square digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Nilai R-Square dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu, kategori kuat (0,75), kategori moderat (0,50), dan kategori lemah (0,25), (Hair et al., 2021). Adapun nilai R-Square dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.
[bookmark: _Toc223472059]Tabel 4.8 R-Square 
	Konstruk Laten
	R-Square

	(Y) Kepatuhan Wajib Pajak Badan
	0.516


Sumber: Output SmartPLS 4, 2026
Berdasarkan data pada penelitian ini yang dihasilkan dengan menggunakan R-Square memberikan gambaran besarnya pengaruh variabel literasi pajak, literasi digital dan implementasi coretax administration system terhadap kepatuhan wajb pajak badan di Kota Samarinda, dengan nilai sebesar 0.516 yang menandakan bahwa pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen pada penelitian ini memperoleh nilai yang berada pada kategori moderat. 
Adapun dari data yang terlampir pada tabel 4.8 diatas, menunjukkan bahwa literasi pajak, literasi digital dan implementasi coretax administration system sebagai variabel eksogen secara simultan mampu menjelaskan sebesar 51,6% variasi kepatuhan wajib pajak badan di Kota Samarinda. Sementara itu, sebesar 48,4% variasi kepatuhan wajib pajak badan dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.
4.2.3.2 [bookmark: _Toc223980394]Uji F-Square
[bookmark: _Toc223472060]Tabel 4.9 F-Square 
	Konstruk Laten
	F-Square

	Literasi Pajak - Kepatuhan WP Badan
	0.053

	Literasi Digital - Kepatuhan WP Badan
	0.050

	Coretax Administration System – Kepatuhan WP Badan
	0.056


Sumber: Output SmartPLS 4, 2026
Tabel 4.9 menjelaskan bahwa nilai F-Square literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan adalah 0.053 (small effect), literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak badan adalah 0.050 (small effect), dan coretax administration system terhadap kepatuhan wajib pajak badan 0.056 (small effect).
[bookmark: _Toc223980395][bookmark: _Hlk219478073]4.2.4	Uji Model Fit
Adapun untuk menguji kelayakan model dari penelitian ini menggunakan uji model fit dengan melihat nilai SRMR dan NFI. Tabel berikut menunjukkan nilai yang diperoleh dari hasil uji model fit.
[bookmark: _Toc223472061]Tabel 4.10 Model Fit
	
	Saturated Model
	Estimated Model

	SRMR
	0.088
	0.088

	NFI
	0.679
	0.679


Sumber: Output SmartPLS 4, 2026
 Berdasarkan tabel 4.10 diatas maka diperoleh nilai Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) sebesar 0,088 yang menunjukkan bahwa model penelitian telah memenuhi kriteria goodness of fit, karena nilai SRMR yang baik berada di bawah 0,10. Nilai SRMR yang rendah mengindikasikan bahwa perbedaan antara matriks kovarians yang diobservasi dan yang diprediksi oleh model relatif kecil, sehingga model dapat dikatakan memiliki tingkat kesesuaian yang baik. Selain itu, nilai Normed Fit Index (NFI) sebesar 0,679 atau 67,9% menunjukkan bahwa model penelitian ini memiliki tingkat kecocokan yang cukup baik dan dapat dinyatakan layak untuk dianalisis lebih lanjut (Hair et al., 2021).
[bookmark: _Toc223980396]4.2.5	Hasil Pengujian Hipotesis
Setelah menyelesaikan semua pengujian, langkah terakhir adalah melakukan pengujian hipotesis dengan menganalisis hasil path coefficient yang dapat dilakukan melalui bootstrapping dengan menggunakan SmartPLS 4. Nilai yang diperoleh dari path coefficient adalah t-statistic, yang menunjukkan tingkat signifikansi hubungan antar konstruk laten. Agar mendapatkan hasil yang signifikan maka t-statistic harus > 1,96 dan p-value berada di bawah 0,05, maka koefisien tersebut dianggap signifikan secara statistik dan dapat diandalkan dalam menjelaskan hubungan antarvariabel (Haryono, 2016).
[bookmark: _Toc223472062]Tabel 4.11 Path Coefficent
	Konstruk Laten
	Sampel asli (O)
	Rata-rata sampel (M)
	Standar deviasi (STDEV)
	T statistik (|O/STDEV|)
	P values
	Keterangan

	Literasi Pajak -> Kepatuhan WP Badan
	0.312
	0.312
	0.128
	2.587
	0.046
	Diterima

	Literasi Digital 
-> Kepatuhan WP Badan
	0.327
	0.325
	0.142
	2.307
	0.011
	Diterima

	Coretax Administration System -> Kepatuhan WP Badan
	0.263
	0.263
	0.110
	2.384
	0.009
	Diterima


Sumber: Output SmartPLS 4, 2026
 Berdasarkan pada tabel 4.10 maka pengujian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kota Samarinda. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-statistic sebesar 2.587 yang berarti > 1,96 dan nilai P values sebesar 0.046 yang berarti < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini diterima.
b. Hasil uji hipotesis kedua menunjukan bahwa literasi digital berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kota Samarinda. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-statistic sebesar 2.307 yang berarti > 1,96 dan nilai P values sebesar 0.011 yang mana angka ini bernilai < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini diterima. 
c. Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa implementasi coretax administration system berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kota Samarinda. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-statistic sebesar 2.384 yang berarti > 1,96 dan nilai P values sebesar 0.009 yang mana angka ini bernilai < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini diterima. 


4.3 [bookmark: _Toc223980397][bookmark: _Hlk220637300]Pembahasan Hasil Penelitian
4.3.1 [bookmark: _Toc223980398]Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Samarinda 
     Hasil pengujian hipotesis pertama pada penelitian ini diperoleh t-statistic sebesar 2.587 dan nilai original sampel sebesar 0.312 untuk pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kota Samarinda. Nilai P sebesar 0.046 yang berada di bawah 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis ini diterima, yang berarti literasi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. 
Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan, dapat diketahui bahwa masing-masing indikator yang mewakili variabel literasi pajak memiliki validitas diskriminan yang tinggi, artinya setiap indikator benar-benar mampu membedakan variabel literasi pajak dari variabel lainnya secara jelas. Hal ini menegaskan bahwa responden memahami dan menilai literasi pajak merupakan suatu faktor yang bediri sendiri dan signifikan. Latuheru & Loupatty  (2024) menjelaskan bahwa ketika wajib pajak memiliki literasi pajak yang baik cenderung mampu memahami peraturan dan manfaat perpajakan secara komprehasif, sehingga dapat mengurangi kesalahan administratif maupun potensi pelanggaran pajak yang disebabkan oleh ketidaktahuan sehingga pada akhirnya dapat mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan Theory Planned Behavior (TPB) yang menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat berperilaku (behavior intention), sedangkan niat tersebut dibentuk oleh tiga komponen utama, yaitu sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku. Dalam penelitian ini, literasi pajak berperan dalam membentuk sikap positif terhadap kepatuhan perpajakan. Wajib pajak badan yang memiliki pemahaman yang memadai mengenai peraturan perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan, serta konsekuensi atas ketidakpatuhan cenderung memandang kepatuhan pajak sebagai perilaku yang penting dan bermanfaat. Sikap positif tersebut kemudian memperkuat niat wajib pajak badan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu. Ajzen (1991) menjelaskan bahwa individu yang menyadari pentingnya suatu tindakan cenderung akan berperilaku sesuai dengan kesadaran tersebut.
Penelitian ini mengukur aspek pemahaman dasar terkait ketentuan, prosedur, dan sanksi perpajakan. Namun, untuk penelitian selanjutnya disarankan agar dapat menambahkan dimensi literasi pajak yang bersifat aplikatif, seperti kemampuan pengambilan keputusan pajak, pemahaman perencanaan pajak yang sesuai ketentuan, serta evaluasi risiko perpajakan, sehingga pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan dapat dijelaskan secara lebih mendalam
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Triansyah & Putra (2025) yang menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal serupa juga dikemukakan oleh Erna Listyaningsih (2024) bahwa pemahaman literasi pajak mendorong kepatuhan, karena pemahaman mengenai tarif, sanksi, dan tata cara pelaporan membantu wajib pajak dalam menghindari kesalahan dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa literasi pajak memiliki peran strategis yang sangat penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.


4.3.2 [bookmark: _Toc223980399]Pengaruh Literasi Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Samarinda. 
Setelah melakukan semua analisis pada hipotesis kedua dalam penelitian ini, diperoleh nilai t-statistic sebesar 2.307 dan nilai original sample sebesar 0.327 untuk pengaruh literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kota Samarinda. Nilai P values sebesar 0.011 yang mana angka ini bernilai < 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis ini diterima dan berarti literasi digital berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
Menurut Theory of Planned Behavior (TPB) literasi digital berperan penting dalam membentuk perceived behavioral control, yaitu keyakinan wajib pajak terhadap kemampuannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri melalui sistem digital. Kemampuan menggunakan platform digital perpajakan memudahkan wajib pajak untuk mengakses informasi perpajakan secara efisien melalui berbagai platform digital seperti situs web resmi, aplikasi perpajakan, dan media sosial (Palar et al., 2024). Kondisi ini pada akhirnya meningkatkan niat (intention) untuk patuh, yang kemudian tercermin dalam perilaku kepatuhan pajak yang aktual. Dengan meningkatnya literasi digital wajib pajak cenderung lebih dapat memahami dan mengikuti perkembangan terbaru mengenai peraturan perpajakan, prosedur pelaporan dan cara membayar pajak secara online (Triansyah & Putra, 2025). Dengan demikian, semakin tinggi tingkat literasi digital yang dimiliki wajib pajak badan, semakin besar pula persepsi kontrol yang dirasakan, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan.
Penelitian ini menemukan bahwa literasi digital berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kota Samarinda. Meskipun demikian, penelitian ini masih berfokus pada kemampuan penggunaan sistem digital perpajakan secara umum. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas indikator literasi digital dengan memasukkan aspek kesiapan adaptasi terhadap perubahan teknologi, kemampuan mengatasi kendala teknis dalam penggunaan sistem perpajakan digital, serta pemanfaatan fitur lanjutan pada sistem administrasi perpajakan berbasis digital agar pengaruh literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak badan dapat digambarkan secara lebih komprehensif.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Herawati Khotmi et al., (2025) dan Triansyah & Putra (2025) yang juga menemukan bahwa literasi digital berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan literasi digital mampu mendorong wajib pajak dalam memahami dan memanfaatkan sistem perpajakan berbasis digital secara lebih optimal, sehingga berdampak pada meningkatnya tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 


4.3.3 [bookmark: _Toc223980400]Pengaruh Implementasi Coretax Administration System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Samarinda
    Setelah dilakukan pengujian hipotesis, diperoleh hasil t-statistic sebesar 2.384 dan nilai original sample sebesar 0.263 untuk pengaruh implementasi coretax administration system terhadap kepatuhn wajib pajak badan di Kota Samarinda. Nilai P sebesar 0.009 menunjukkan bahwa hipotesis ini diterima, yang berarti implementasi coretax administration system berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Fred Davis (1989) yang menjelaskan bahwa penerimaan dan penggunaan suatu sistem teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use). Dalam konteks penelitian ini, coretax dipersepsikan sebagai sistem yang membantu wajib pajak dalam mengelola administrasi perpajakan secara lebih efisien dan terintegrasi. Hasil pengujian outer loading pada variabel X3 menunjukkan bahwasanya indikator X3.3 memiliki nilai tertinggi diantara indikator lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa indikator X3.3 tentang fitur coretax administration system yang terintegrasi dengan baik antar layanan pajak merupakan indikator yang dapat menjelaskan variabelnya dengan baik. Implementasi coretax administration system memberikan kemudahan akses atas perpajakan secara terpusat dan real-time (Pratama & Aprilani, 2025).  Ketika wajib pajak menilai bahwa modernisasi sistem coretax memberikan manfaat nyata serta mudah digunakan, maka niat untuk menggunakan sistem tersebut akan meningkat, yang pada akhirnya mendorong penggunaan sistem secara berkelanjutan. Selain itu, transparansi dan integrasi sistem dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak, kepercayaan tersebut menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan yang bersifat sukarela.
Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Coretax Administration System berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kota Samarinda. Namun demikian, hasil pengujian indikator menunjukkan bahwa aspek keamanan data pada sistem coretax memiliki kontribusi yang relatif lebih rendah dibandingkan indikator lainnya dalam merepresentasikan variabel tersebut, sehingga mengindikasikan bahwa persepsi wajib pajak terhadap keamanan sistem belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek keamanan sistem coretax, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan data perpajakan dan pencegahan potensi penyalahgunaan sistem, mengingat adanya sejumlah laporan serta peringatan resmi otoritas terhadap maraknya situs palsu dan penipuan yang mengatasnamakan layanan coretax yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap data pribadi dan kredibilitas layanan digital perpajakan (Komisi Komunikasi dan Informatika RI & Direktorat Jenderal Pajak, 2025; Direktorat Jenderal Pajak, 2025). 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Korat & Munandar, 2025), (Rahmad, 2025), (Abdillah et al., 2025) yang juga menemukan bahwa implementasi coretax administration system berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Coretax administration system memilki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak badan di Kota Samarinda
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PENUTUP
[bookmark: _Toc223980402]5.1	Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data melalui pembuktian terhadap hipotesis yang diangkat mengenai pengaruh literasi pajak, literasi digital, dan implementasi Coretax Administration System terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kota Samarinda, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Literasi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan terhadap ketentuan, prosedur, dan sanksi perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pemahaman yang memadai mengenai pajak mendorong wajib pajak badan untuk melaporkan dan membayar pajak secara benar dan tepat waktu. 
2. Literasi digital berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kota Samarinda. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemampuan wajib pajak badan dalam menggunakan teknologi digital, memahamami sistem perpajakan berbasis elektronik, serta beradaptasi dengan perubahan sistem digital dapat meningkatkan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Literasi digital yang baik membantu mengurangi hambatan teknis dalam pelaporan dan pembayaran pajak. 
3. Implementasi Coretax Administration System berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kota Samarinda. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan terintegrasi berbasis teknologi mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan penggunaan coretax mendorong pemanfaatan sistem secara optimal, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan.
[bookmark: _Toc223980403]5.2	Saran
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan pada penelitian ini maka saran yang dapat disampaikan terkait penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat menambahkan dimensi literasi pajak yang bersifat aplikatif, seperti kemampuan pengambilan keputusan pajak, pemahaman perencanaan pajak yang sesuai ketentuan, serta evaluasi risiko perpajakan, sehingga pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan dapat dijelaskan secara lebih mendalam.
2. Penelitian ini belum membedakan tingkat literasi digital wajib pajak berdasarkan karakteristik tertentu, seperti skala usaha atau jenis bidang usaha. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan karakteristik wajib pajak badan tersebut agar dapat mengetahui perbedaan pengaruh literasi digital terhadap kepatuhan pajak secara lebih komprehensif.
3. Otoritas pajak diharapkan untuk meningkatkan jaminan keamanan data dalam penerapan Coretax Administration System, baik melalui penguatan sistem pengamanan teknologi informasi, transparansi pengelolaan data, maupun sosialisasi yang lebih intensif terkait mekanisme perlindungan data wajib pajak. Peningkatan kepercayaan wajib pajak terhadap keamanan sistem diharapkan dapat mendorong pemanfaatan coretax secara lebih optimal dan berkelanjutan, sehingga berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak badan. Selain itu, pendampingan dan pelatihan penggunaan Coretax Administration System perlu dilakukan secara berkelanjutan agar wajib pajak dapat memanfaatkan seluruh fitur sistem secara optimal.
4. Penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu dengan jumlah sampel yang terbatas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian atau menambah jumlah sampel agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dengan lebih baik dan memberikan gambaran yang lebih luas mengenai kepatuhan wajib pajak badan.
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Lampiran 1 Kuesioner Penelitian
PENGANTAR
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dalam rangka untuk menyusun tugas akhir skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Literasi Pajak, Literasi Digital, dan Implementasi Coretax Administration System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Samarinda” dibutuhkan data untuk judul penelitian ini. 
Identitas Peneliti
Nama 			: Tareta Karlita Thomaskan
NIM			: 2201036099
Program Studi		: S1 Akuntansi
Fakultas			: Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi		: Universitas Mulawarman 
Sebagai bagian dari penelitian ini, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk berpartisipasi dengan mengisi kuesioner yang telah disiapkan. Kuesioner ini terdiri dari beberapa pertanyaan yang dirancang untuk mengumpulkan data yang relevan dengan topik penelitian. 
Saya menjamin bahwa semua informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiannya dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian ini. 
Partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i sangat berarti dan akan memberikan kontribusi besar bagi keberhasilan penelitian ini. 
Atas waktu dan kesediaan Partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i, saya ucapkan terima kasih.
Hormat Saya, 

Tareta Karlita Thomaskan
Identitas Responden
Harap merespon item berikut dengan memberikan tanda ceklist (✓) pada kotak yang sesuai atau lengkapi pada tempat yang tersedia. 
1.  Nama Perusahaan	:
2.  Bentuk Perusahaan	:             PT               CV             Firma             Koperasi
                                                  Yayasan             BUMD            BUMN       
                                                  BUT
			    Lainnya:
2.  Bidang Usaha	:             Perdagangan              Jasa             Industri
			    Lainnya:
3. Lama Berdiri 	:             < 3 Tahun               3-5 Tahun              > 5 Tahun
4. Pihak yang 
    Mengurus Pajak	:             Pemilik/Direktur              Staff Keuangan/                         
Accounting
                                                  Konsultan Pajak
 5. Kantor Pelayanan
     Pajak Terdaftar	:             KPP Pratama Samarinda Ulu  
                                                      
                                                  KPP Pratama Samarinda Ilir






Petunjuk Pengisian 
Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon untuk menjawab setiap pertanyaan kuesioner dibawah ini dengan memberikan tanda ceklist (✓) dalam kolom yang sudah disediakan. 
Keterangan nomor pada pilihan jawaban sebagai berikut: 
1.  Sangat Tidak Setuju = (STS)
2. Tidak Setuju = (TS)
3. Setuju = (S)
4. Sangat Setuju = (SS)
[bookmark: _Hlk222838812]
1. Literasi Pajak
	No.
	Pernyataan
	STS
	TS
	S
	ST

	1.
	Perusahaan saya memahami tata cara perpajakan seperti prosedur pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak
	
	
	
	

	2.
	Perusahaan saya memahami ketentuan perpajakan, seperti jenis pajak yang dikenakan serta kewajiban yang harus dipenuhi
	
	
	
	

	3.
	Perusahaan saya mengetahui konsekuensi sanksi perpajakan yang dikenakan jika terjadi pelanggaran kewajiban pajak 
	
	
	
	

	4.
	Perusahaan saya menilai bahwa kualitas layanan yang diberikan otoritas pajak membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan
	
	
	
	






2. Literasi Digital 
	No.
	Pernyataan
	STS
	TS
	S
	ST

	5.
	Perusahaan saya mampu menggunakan berbagai platform digital yang berkaitan dengan administrasi perpajakan 
	
	
	
	

	6.
	Perusahaan saya menyadari pentingnya menjaga keamanan data dalam penggunaan sistem digital perpajakan
	
	
	
	

	7.
	Perusahaan saya memahami peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan pelaporan pajak digital
	
	
	
	

	8.
	Perusahaan saya mudah beradaptasi terhadap perubahan sistem atau fitur baru dalam coretax
	
	
	
	



3. Implementasi Coretax Administration System
	No.
	Pernyataan
	STS
	TS
	S
	ST

	9.
	Sistem coretax mempermudah perusahaan saya dalam melakukan administrasi perpajakan secara efisien
	
	
	
	

	10.
	Pengawasan terhadap kewajiban perpajakan menjadi lebih transparan melalui sistem coretax
	
	
	
	

	11.
	Fitur coretax terintegrasi dengan baik antar layanan pajak yang saya gunakan
	
	
	
	

	12.
	Data perpajakan yang perusahaan saya input melalui coretax terjamin keamanannya
	
	
	
	






4. Kepatuhan Wajib Pajak Badan 
	No.
	Pernyataan
	STS
	TS
	S
	ST

	13.
	Perusahaan saya telah terdaftar dan memiliki NPWP sesuai ketentuan perpajakan
	
	
	
	

	14.
	Perusahaan saya melakukan perhitungan pajak dengan benar sesuai ketentuan perundang-undangan 
	
	
	
	

	15.
	Perusahan saya selalu membayar pajak tepat waktu
	
	
	
	

	16.
	Perusahaan saya selalu melaporkan SPT Tahunan Badan tepat waktu
	
	
	
	

	17.
	Perusahaan saya tidak memiliki tunggakan pajak yang belum diselesaikan
	
	
	
	

	18.
	Perusahaan saya selalu mematuhi seluruh ketentuan administrasi perpajakan yang berlaku
	
	
	
	





Lampiran 2: Hasil Kuesioner 
2.1 Tabulasi Data Kepatuhan Wajib Pajak Badan 
	Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)

	No.
	Y.1
	Y.2
	Y.3
	Y.4
	Y.5
	Y.6

	1
	4
	3
	3
	3
	3
	3

	2
	4
	3
	3
	3
	3
	3

	3
	4
	4
	3
	3
	3
	4

	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	5
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	6
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	7
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	8
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	9
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	10
	4
	4
	3
	2
	2
	4

	11
	4
	4
	3
	4
	4
	4

	12
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	13
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	14
	3
	3
	3
	2
	2
	2

	15
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	16
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	17
	4
	4
	4
	3
	4
	4

	18
	3
	3
	4
	4
	3
	3

	19
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	20
	4
	4
	3
	4
	4
	4

	21
	4
	4
	4
	3
	4
	4

	22
	3
	4
	4
	3
	3
	4

	23
	3
	3
	3
	4
	3
	3

	24
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	25
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	26
	3
	4
	4
	4
	3
	4

	27
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	28
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	29
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	30
	3
	4
	4
	4
	3
	4

	31
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	32
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	33
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	34
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	35
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	36
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	37
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	38
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	39
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	40
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	41
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	42
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	43
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	44
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	45
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	46
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	47
	3
	3
	2
	2
	3
	3

	48
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	49
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	50
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	51
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	52
	2
	4
	2
	3
	2
	4

	53
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	54
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	55
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	56
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	57
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	58
	3
	2
	3
	2
	3
	2

	59
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	60
	3
	3
	3
	4
	3
	3

	61
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	62
	3
	3
	4
	3
	3
	3

	63
	4
	3
	3
	4
	4
	3

	64
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	65
	4
	4
	3
	4
	4
	4

	66
	3
	4
	4
	4
	4
	4

	67
	3
	4
	4
	4
	4
	4

	68
	4
	4
	4
	3
	4
	4

	69
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	70
	4
	4
	3
	4
	4
	4

	71
	2
	4
	2
	4
	4
	2

	72
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	73
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	74
	3
	4
	4
	3
	3
	4

	75
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	76
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	77
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	78
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	79
	4
	3
	4
	4
	4
	3

	80
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	81
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	82
	3
	4
	3
	3
	3
	4

	83
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	84
	4
	3
	4
	4
	4
	3

	85
	3
	4
	4
	3
	3
	4

	86
	3
	4
	4
	4
	3
	4

	87
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	88
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	89
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	90
	3
	3
	4
	4
	4
	4

	91
	3
	4
	4
	4
	4
	4

	92
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	93
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	94
	4
	4
	3
	4
	4
	3

	95
	4
	3
	3
	4
	4
	3

	96
	3
	4
	4
	4
	4
	4

	97
	3
	3
	3
	4
	3
	3

	98
	4
	3
	4
	4
	4
	3

	99
	3
	3
	4
	4
	3
	3

	100
	4
	3
	3
	4
	4
	4



2.2 Tabulasi Data Literasi Pajak
	Literasi Pajak (X1)

	No.
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	X1.4

	1
	3
	3
	3
	3

	2
	4
	4
	3
	3

	3
	3
	3
	4
	4

	4
	4
	4
	4
	4

	5
	3
	3
	3
	3

	6
	3
	3
	4
	3

	7
	3
	4
	4
	4

	8
	3
	3
	3
	4

	9
	3
	3
	3
	3

	10
	3
	3
	3
	3

	11
	4
	4
	4
	3

	12
	3
	3
	3
	3

	13
	3
	3
	2
	3

	14
	3
	3
	3
	4

	15
	4
	4
	4
	4

	16
	4
	4
	3
	4

	17
	3
	4
	4
	3

	18
	4
	4
	4
	4

	19
	4
	4
	4
	4

	20
	3
	3
	3
	4

	21
	3
	3
	3
	3

	22
	3
	3
	3
	3

	23
	4
	3
	4
	4

	24
	3
	3
	4
	4

	25
	4
	4
	4
	4

	26
	4
	4
	4
	4

	27
	4
	4
	4
	4

	28
	3
	3
	3
	3

	29
	3
	3
	2
	3

	30
	4
	4
	4
	3

	31
	3
	3
	3
	4

	32
	3
	3
	3
	3

	33
	3
	3
	3
	3

	34
	3
	3
	3
	3

	35
	3
	3
	3
	4

	36
	4
	4
	4
	4

	37
	3
	3
	3
	2

	38
	4
	2
	3
	4

	39
	3
	3
	3
	3

	40
	3
	3
	2
	2

	41
	3
	3
	3
	3

	42
	4
	3
	3
	3

	43
	3
	3
	3
	3

	44
	4
	4
	4
	4

	45
	4
	4
	3
	3

	46
	3
	3
	3
	3

	47
	3
	3
	3
	3

	48
	3
	3
	3
	3

	49
	3
	3
	3
	3

	50
	2
	3
	3
	3

	51
	3
	3
	3
	3

	52
	4
	4
	3
	4

	53
	3
	3
	3
	3

	54
	3
	3
	3
	3

	55
	4
	4
	4
	4

	56
	3
	3
	3
	3

	57
	3
	3
	3
	3

	58
	3
	3
	3
	1

	59
	4
	4
	3
	4

	60
	3
	3
	3
	3

	61
	4
	3
	3
	4

	62
	3
	3
	4
	3

	63
	3
	3
	3
	4

	64
	3
	4
	3
	4

	65
	3
	3
	3
	3

	66
	4
	4
	4
	4

	67
	4
	4
	4
	4

	68
	4
	4
	4
	4

	69
	4
	4
	4
	4

	70
	3
	4
	4
	4

	71
	2
	3
	2
	2

	72
	4
	4
	4
	4

	73
	4
	4
	4
	4

	74
	3
	3
	3
	3

	75
	4
	4
	4
	4

	76
	4
	4
	4
	4

	77
	3
	4
	3
	3

	78
	4
	4
	4
	4

	79
	4
	4
	3
	3

	80
	3
	3
	3
	3

	81
	4
	3
	3
	4

	82
	3
	3
	4
	4

	83
	3
	3
	4
	4

	84
	4
	4
	3
	3

	85
	4
	3
	3
	3

	86
	4
	4
	3
	4

	87
	3
	3
	3
	3

	88
	3
	3
	3
	3

	89
	3
	3
	3
	3

	90
	4
	4
	4
	4

	91
	4
	4
	4
	4

	92
	4
	4
	4
	4

	93
	4
	4
	4
	4

	94
	3
	3
	4
	3

	95
	3
	3
	4
	4

	96
	3
	4
	4
	3

	97
	3
	4
	3
	4

	98
	3
	3
	4
	4

	99
	3
	3
	4
	3

	100
	3
	4
	4
	4



2.3 Tabulasi Data Literasi Digital
	Literasi Digital (X2)

	No.
	X2.1
	X2.2
	X2.3
	X2.4

	1
	3
	4
	3
	3

	2
	4
	4
	3
	3

	3
	4
	3
	4
	4

	4
	4
	4
	4
	3

	5
	3
	3
	3
	3

	6
	3
	4
	3
	4

	7
	3
	4
	3
	3

	8
	3
	4
	3
	3

	9
	3
	4
	3
	2

	10
	3
	4
	3
	2

	11
	3
	4
	4
	3

	12
	3
	3
	3
	3

	13
	4
	3
	4
	4

	14
	3
	3
	3
	2

	15
	3
	4
	4
	3

	16
	3
	4
	3
	4

	17
	3
	4
	4
	2

	18
	3
	4
	4
	4

	19
	4
	4
	4
	4

	20
	4
	3
	4
	3

	21
	3
	3
	2
	3

	22
	3
	3
	3
	3

	23
	3
	4
	3
	3

	24
	3
	3
	3
	3

	25
	4
	4
	4
	4

	26
	3
	4
	4
	4

	27
	4
	4
	4
	4

	28
	3
	3
	3
	3

	29
	3
	3
	3
	2

	30
	4
	4
	4
	4

	31
	3
	3
	3
	3

	32
	3
	3
	3
	3

	33
	1
	3
	2
	2

	34
	3
	3
	3
	3

	35
	3
	3
	3
	3

	36
	4
	4
	4
	4

	37
	3
	3
	2
	1

	38
	4
	4
	4
	4

	39
	3
	3
	3
	3

	40
	3
	3
	3
	3

	41
	2
	3
	2
	2

	42
	3
	4
	3
	3

	43
	3
	3
	4
	3

	44
	4
	4
	4
	4

	45
	3
	4
	3
	2

	46
	3
	3
	3
	3

	47
	3
	3
	3
	2

	48
	3
	3
	3
	3

	49
	3
	3
	2
	3

	50
	2
	2
	3
	2

	51
	3
	3
	3
	3

	52
	4
	4
	3
	3

	53
	3
	3
	3
	3

	54
	3
	3
	3
	3

	55
	4
	4
	4
	4

	56
	3
	3
	3
	3

	57
	3
	3
	4
	3

	58
	1
	2
	2
	1

	59
	3
	4
	3
	3

	60
	3
	3
	2
	3

	61
	4
	4
	3
	3

	62
	4
	4
	3
	3

	63
	3
	4
	3
	4

	64
	4
	3
	3
	4

	65
	3
	3
	3
	4

	66
	4
	4
	4
	4

	67
	4
	4
	4
	4

	68
	4
	4
	3
	4

	69
	4
	4
	4
	4

	70
	4
	3
	4
	2

	71
	3
	2
	2
	4

	72
	4
	4
	4
	4

	73
	4
	4
	3
	4

	74
	3
	3
	4
	4

	75
	4
	4
	4
	4

	76
	4
	4
	4
	4

	77
	3
	3
	3
	4

	78
	4
	4
	4
	4

	79
	4
	4
	4
	3

	80
	3
	3
	3
	3

	81
	3
	4
	3
	4

	82
	4
	3
	4
	4

	83
	4
	4
	3
	3

	84
	3
	4
	3
	4

	85
	3
	4
	3
	3

	86
	3
	4
	4
	4

	87
	3
	3
	3
	3

	88
	4
	3
	3
	4

	89
	3
	3
	3
	3

	90
	4
	4
	4
	4

	91
	4
	4
	4
	4

	92
	4
	4
	4
	4

	93
	3
	4
	3
	4

	94
	3
	3
	3
	3

	95
	3
	3
	4
	4

	96
	3
	4
	3
	3

	97
	4
	4
	3
	4

	98
	4
	4
	3
	4

	99
	4
	4
	3
	4

	100
	3
	4
	4
	4



2.4 Tabulasi Data Implementasi Coretax Administration System
	Implementasi Coretax Administration System (X3)

	No.
	X3.1
	X3.2
	X3.3
	X3.4

	1
	3
	3
	3
	3

	2
	3
	3
	3
	4

	3
	4
	4
	4
	4

	4
	4
	4
	4
	4

	5
	3
	3
	3
	3

	6
	4
	4
	3
	4

	7
	3
	3
	3
	3

	8
	4
	3
	2
	3

	9
	2
	3
	3
	3

	10
	2
	3
	3
	3

	11
	3
	2
	3
	3

	12
	3
	3
	3
	3

	13
	4
	4
	4
	4

	14
	3
	2
	2
	2

	15
	3
	4
	4
	4

	16
	4
	3
	3
	3

	17
	3
	2
	3
	3

	18
	4
	4
	4
	4

	19
	4
	3
	3
	3

	20
	4
	3
	4
	4

	21
	2
	3
	3
	3

	22
	3
	3
	3
	3

	23
	4
	3
	3
	3

	24
	3
	4
	3
	3

	25
	4
	4
	4
	4

	26
	3
	4
	4
	3

	27
	4
	4
	4
	4

	28
	3
	3
	3
	3

	29
	2
	2
	2
	3

	30
	3
	3
	3
	4

	31
	3
	4
	3
	3

	32
	3
	3
	3
	3

	33
	1
	1
	1
	1

	34
	3
	3
	3
	3

	35
	3
	3
	3
	3

	36
	3
	3
	3
	3

	37
	2
	3
	2
	2

	38
	4
	4
	4
	4

	39
	3
	3
	3
	3

	40
	3
	3
	3
	3

	41
	2
	3
	2
	2

	42
	3
	3
	3
	3

	43
	3
	3
	3
	3

	44
	4
	4
	4
	4

	45
	4
	3
	3
	4

	46
	3
	3
	3
	3

	47
	2
	3
	3
	3

	48
	3
	3
	3
	3

	49
	3
	3
	3
	4

	50
	3
	3
	3
	3

	51
	3
	3
	2
	3

	52
	2
	2
	3
	3

	53
	3
	3
	3
	3

	54
	3
	3
	3
	3

	55
	4
	4
	4
	4

	56
	3
	3
	3
	3

	57
	3
	3
	3
	3

	58
	1
	1
	1
	1

	59
	3
	3
	2
	3

	60
	4
	4
	2
	4

	61
	3
	4
	2
	3

	62
	3
	3
	3
	3

	63
	2
	3
	2
	3

	64
	2
	3
	3
	4

	65
	4
	3
	3
	4

	66
	4
	4
	4
	4

	67
	4
	4
	4
	3

	68
	4
	4
	4
	4

	69
	4
	4
	4
	4

	70
	4
	4
	4
	3

	71
	1
	4
	3
	3

	72
	4
	4
	4
	3

	73
	4
	4
	4
	4

	74
	3
	3
	4
	4

	75
	4
	4
	4
	4

	76
	4
	4
	4
	4

	77
	3
	3
	3
	4

	78
	4
	4
	4
	3

	79
	3
	4
	4
	3

	80
	3
	3
	3
	4

	81
	4
	3
	3
	3

	82
	4
	4
	4
	4

	83
	3
	3
	3
	4

	84
	3
	4
	3
	4

	85
	3
	3
	3
	4

	86
	3
	2
	3
	4

	87
	3
	3
	3
	4

	88
	3
	4
	3
	4

	89
	3
	3
	3
	4

	90
	4
	4
	4
	3

	91
	4
	4
	4
	3

	92
	4
	4
	4
	4

	93
	4
	4
	3
	3

	94
	4
	4
	2
	4

	95
	2
	4
	3
	3

	96
	4
	4
	3
	4

	97
	4
	3
	4
	4

	98
	3
	3
	2
	4

	99
	3
	4
	3
	4

	100
	4
	4
	3
	3



Lampiran 3: Hasil Pengujian Pada Program Smart PLS 4
Konseptualisasi Model 
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Lampiran 4: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
Outer Loading
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Composite Reliability & Average Variance Extracated (AVE)
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Uji Validitas Diskriminan 
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Lampiran 5: Dokumentasi 
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